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PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 61 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DISPENSASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor : 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal
Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan
Kelahiran, maka perlu dibuat Perubahan Peraturan Walikota
Batam Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerbitan Akta Kelahiran
Dispensasi;

. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Batam;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);



Memperhatikan :

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4844);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

10.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

11.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

12.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

13.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11
Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
dalam masa transisi berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10
Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pencatatan
Kelahiran;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28
Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Belaku Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Sipil;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DIPENSASI.

Pasal |
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2009
Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Dispensasi (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2009 Nomor 95) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

‘Pasal 4
Peraturan Walikota ini berlaku efektif pada tanggal 4 Januari 2011
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal64 Januari 2011

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 04 Januari 2011

SEKRET(\?RIS DAERAH
AGUSSAHIMAN\SH
Pembina Utama Madya
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BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR {59




